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ABSTRAK 

 Persoalan pekerja adalah satu hal penting dalam menjalankan suatu 

perusahaan karena perusahaan dalam melakukan kegiatan untuk mendapat suatu 

barang/jasa dibutuhkan adanya pekerja, pekerja sendiri merupakan aset dari suatu 

perusahaan. Ketika perusahaan mengalami pailitkedudukan hak pekerja pada 

suatu perusahaan haruslah jelas dan juga proses pembayaran upah pekerja 

terutama dalam perusahaan yang mengalami kepailitan. Bagaimana perlindungan 

hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja yang perusahaannya 

dinyatakan pailit. 

 Dalam mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis 

normatif, terdiri dari perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum tentang 

ketenagakerjaan dan kepailitan. 

 Hasil dari skripsi ini tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dari 

Perusahaan yang dinyatakan Pailit yaitu perlindungan tersebut dimulai dari 

adanya hak dan kewajiban. Pekerja/buruh sebagai pelaksanaan pembangunan 

harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Pailit 
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ABSTRACT 

 The issue of workers is one important thing in running a company for the 

company to carry out activities to obtain goods / services required the workers, 

the workers themselves are assets of a company. When the company bankrupt 

position of workers' rights in a company must be clear and also the payment of 

wages of workers, especially in the company insolvent. How does the legal 

protection granted by the government to workers whose companies go bankrupt. 

 In reviewing these problems using normative juridical method, consists of 

legislation, books, and journals on labor and bankruptcy law. 

 The results of this thesis on the Legal Protection of the Workers of 

Bankrupt Company stated that the protection starts from their rights and 

obligations. Workers / laborers as the implementation of development must be 

guaranteed their rights, obligations and developed power set point. 

Keywords: Legal Protection, Labor, Bankrupt 
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